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PEDOMAN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. Latar Belakang

Latar belakang diterbitkannya Surat Edaran Inspektur Jenderal ini

adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengamanatkan seluruh
Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah  Daerah untuk
menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara utuh juga menggambarkan proses penerapan manajemen
risiko.

2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko
dimana untuk meyakini tingkat kematangan risiko diperlukan
penilaian tingkat kematangan risiko pada unit kerja dengan cara
self-assessment menggunakan kuesioner 15 (lima belas)
pernyataan.

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mengamanahkan
penilaian atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) menilai tingkat kematangan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan
pengendalian efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023
tentang Manajemen  Risiko di Lingkungan Kementerian
Perhubungan, harus menerapkan manajemen risiko di lingkungan
Kementerian Perhubungan. Penerapan dan pengembangan
manajemen risiko tersebut dilaksanakan oleh seluruh unit kerja
yang memiliki risiko yaitu Unit Pemilik Risiko (UPR). Hal ini sejalan
dengan strategi penerapan manajemen risiko, yaitu secara terus
menerus meningkatkan manajemen risiko di seluruh unit kerja di
lingkungan Kementerian Perhubungan ke arah yang lebih baik.

5. Pimpinan...




Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 618) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 699);
Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor
5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian /Lembaga /Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023
tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor
PR-ITJEN 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi,
Tata Kerja, dan Kegiatan Inspektorat Jenderal,

Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor
PR-ITJEN 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit
Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup Surat Edaran Inspektur Jenderal ini mencakup proses:

1.

Perencanaan
a. Menentukan periode Penilaian tahun ke-n adalah pengelolaan

Manajemen Risiko tahun n-1;

b. Menetapkan Tim Penilaian Mandiri/ Tim Penilaian Maturitas;
c. Melaksanakan  pelatihan  terkait pedoman  penilaian

Manajemen Risiko;

d. Melakukan koordinasi untuk pengumpulan data/dokumen
pendukung penilaian Manajemen Risiko.

Pelaksanaan

Proses Penilaian Manajemen Risiko dilaksanakan secara berjenjang

dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Penilaian untuk Penghargaan Manajemen Risiko

Penilaian ini dilaksanakan dalam rangka pemberian

penghargaan atas penerapan manajemen risiko pada Unit

Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Manajemen

Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan

mekanisme sebagai berikut:

1) Penilaian Mandiri dilakukan oleh masing-masing UMR
Unit Kerja sesuai dengan Kertas Kerja Penilaian Risiko
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan Surat Edaran Inspektur
Jenderal ini;

2) UMR Tingkat Eselon I melakukan validasi terhadap hasil
Penilaian Mandiri UMR di bawahnya, untuk kemudian
diusulkan dengan nilai Penilaian Mandiri terbaik kepada
UPI guna dilakukan Penilaian Maturitas;

3) UMR ...



3) UMR Tingkat Eselon I mengusulkan UPR dengan nilai
Penilaian Mandiri terbaik kepada UPI (Inspektorat I, II, III,
atau IV sesuai dengan wilayah pengawasannya) untuk
dilakukan Penilaian Maturitas;

4) UPI (Inspektorat Investigasi) melaksanakan Penilaian
Maturitas sebagai bahan pertimbangan pemberian
penghargaan dari Menteri Perhubungan kepada Pemilik
Risiko yang berkomitmen dan secara konsisten
menerapkan Manajemen Risiko (MR) pada
program/kegiatan utama dan layanan perhubungan.

b. Penilaian untuk Audit Kinerja Berbasis Risiko (AKBR)
Penilaian ini dilaksanakan dalam rangka mendukung AKBR
melalui penilaian atas Tingkat penerapan dan kematangan
manajemen risiko pada Unit Kerja yang menjadi objek audit
oleh Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, atau
Inspektorat IV sesuai dengan wilayah pengawasannya, dengan
mekanisme sebagai berikut:

1) Penilaian Mandiri dilakukan oleh masing-masing UMR
Unit Kerja sesuai dengan Kertas Kerja Penilaian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan Surat Edaran Inspektur
Jenderal ini;

2) UPI sesuai dengan wilayah pengawasannya menerima
hasil Penilaian Mandiri untuk dilakukan Penilaian
Maturitas MR, yang selanjutnya menjadi dasar
pelaksanaan AKBR atau fasilitasi/pendampingan MR
sesuai dengan tingkat maturitas MR yang dicapai oleh
Unit Kerja tersebut;

3. Pelaporan

a. Mekanisme pelaporan hasil Penilaian Mandiri untuk
Penghargaan MR:

1) Pelaporan hasil Penilaian Mandiri yang dilaksanakan oleh
UMR pada masing-masing Unit Pengelola Risiko (UPR)
disetujui oleh pemilik risiko ditujukan kepada UMR
Tingkat Eselon I dan ditembuskan kepada UPI selambat-
lambatnya bulan April minggu ke-2.

2) UMR Tingkat Eselon I melaporkan hasil penilaiannya
kepada UMR Tingkat Entitas selambat-lambatnya bulan
April minggu ke-3;

3) Unit Manajemen Risiko (UMR) Tingkat Entitas melaporkan
kepada UPI untuk selanjutnya dilakukan Penilaian
Maturitas selambat-lambatnya bulan April minggu ke-4;

b. Untuk pelaporan hasil Penilaian Mandiri untuk AKBR
dilaksanakan setiap saat sesuai kebutuhan pelaksanaan AKBR
dan laporan hasil penilaian disampaikan kepada UPI sesuai
dengan wilayah pengawasannya;

c. Mekanisme pelaporan hasil Penilaian Maturitas:

1) Pelaporan hasil Penilaian Maturitas disampaikan oleh UPI
kepada UMR Tingkat Eselon I untuk ditindak lanjuti, guna
peningkatan penerapan manajemen risiko selambat-
lambatnya bulan Juli;

2) Pelaporan...



